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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian ruang ialah wujud fisik suatu sumber daya alam yang

ada disekitar kita dalam bentuk dimensi geografis dan geometris baik

horizontal maupun vertikal yang berupa: lautan, daratan, udara beserta

isinya.1 lalu suatu bentuk struktur ruang di dalam pola ruang ini disusun

secara nasional, regional dan lokal. Seperti halnya telah diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 1 ayat

(8).2

Pengertian ruang air (lautan) menurut Cecep Kamaludin dkk dalam

bukunya mengatakan bahwa kawasan penambangan, sumber daya alaam

yang berada di pantai/ laut, kawasan pantai/laut, pelabuhan dan

pertambakan masuk kedalam penaataan ruang air (laut). Ruang darat

dalam konteks penataan tata ruang daratan meliputi hutan, bangunan

diatas tanah, infrastruktur, perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya.

Selanjutnya ruang udara meliputi penataan ruang kawasan keselamatan

operasi penerbangan, mengatur ketinggian bangunan/gedung yang

menganggu keselamatan.3

1A.M Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, Hlm 02
2 Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032
3Cecep Kamaludin dan Disa Dwi Rio Putra, Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi

Generasi Muda, Kementrian Pekerjaan Umum, 2012, Jakarta, Hlm 10
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Sedangkan yang dimaksud dengan tata ruang wilayah adalah suatu

hasil perencanaan penataan ruang pada wilayah tertentu yang

merupakan bagian dari kesatuan geografis beserta dengan segala sesuatu

unsur yang berkaitan dengan batas dan sistem yang telah ditentukan

berdasarkan aspek administrasi. Penekanan tata ruang menciptakan

suatu peraturan yang mengacu pada penataan atau penyusunan suatu

kota/ wilayah/ daerah ataupun kawasan, sehingga mampu terciptanya

pemanfaatan yang maksimal di bidang perekonomian, sosial, budaya dan

politik.

Pemahaman mengenai praktik tata ruang dapat dilihat dengan cara

bagaimana ruang-ruang itu dapat dikonstruksi dengan baik oleh aktor-

aktor berdasarkan kepentingannya yang diwujudkan dalam pendirian

bangunan, jaringan transportasi, dan sebagainya.4 Tata ruang wilayah

berguna untuk terciptanya ketertiban dan kebersihan di muka umum

terkhusus untuk wilayah perkotaan besar. Selain itu tata ruang wilayah

juga untuk mengontrol suatu penyusutan lahan. Penyusutan lahan ini

terjadi akibat dari alih fungsi lahan ke sektor non pertanian. Pemahaman

mengenai tata ruang ini menjelaskan bahwa ruang adalah sebuah kota/

wilayah/ area/ daerah dan alat yang berfungsi melestarikan tatanan

ekonomi.

Kawasan perkotaan berdasarkan Pasal 1 Ayat (25) yang berbunyi:

“Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

4Siti Aminah, Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya, MASYARAKAT, 2015,
JurnalSosiologi, 20(1):60
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permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perencanaan
tata ruang kota tidak dapat dilepaskan dari persoalan pengaturan tata
ruang secara umum karena keduanya saling terkait dan integral.”5

Kota atau suatu wilayah dapat dikatakan bahwa dimana ada

suatu kondisi yang sedang berproses yang didalamnya terkait dengan

faktor manusia yang mendukung perkembangan baik secara sosial,

ekonomi, politik, pendidikan dan budaya.

Ruang wilayah hijau merupakan bagian dari suatu wilayah

perkotaan yang mempunyai area atau wilayah yang mengelompok yang

didalamnya terdapat tanaman, tumbuhan dan vegetasi hijau yang tumbuh

baik secara alami maupun ditanam dengan sengaja. Ruang wilayah hijau

ini bertujuan untuk mendukung manfaat kenyamanan, tata wilayah

perkotaan, keindahan suatu kota yang bersifat untuk keberlangsungan

suatu vegetasi dan kota.

“…ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka
suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan
vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, dan
arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan)
bagi masyarakatnya.”6

Penghijauan tersebut sangat baik dilakukan bahkan dilestarikan

secara terus-menerus guna berlangsungnya fungsi penyangga kehidupan

di wilayah perkotaan, khususnya Kota Palembang. Penataan ruang

wilayah hijau sangat penting maknanya karena wilayah hijau berperan

5Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang

6 Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys, Gava Media,
2009, Yogyakarta, Hlm 56
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penting menyumbang kualitas udara (O2), menurunkan suhu kota,

menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan yang ada di

kota.7

Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang erat

kaitannya dengan substansi dan kebudayaan.8 Sehingga penegakan

hukum tidak hanya berlandaskan perundang-undangan yang tertulis,

namun bagaimana juga mengoptimalkan kinerja fasilitas dan aparat

hukum yang terkait serta menciptakankebudayaan yang kondusif

terhadap masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat

(9) berbunyi :

“Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.”9

Penegakan hukum sudah seharusnya dilaksanakan dengan

memperhatikan tindakan yang disiplin mengenai tata ruang wilayah ini

dijalankan, karena daerah tersebut dapat berpotensi dan dapat

menetapkan alokasi lahan untuk pembuatannya. Dengan demikian

penegakan hukum biasanya dipengaruhi oleh faktor utama yakni

perundang-undangan dan masyarakat sendiri. Wujud tata ruang yang

tertata dan disiplin akan penegakan hukum akan berkembang ditandai

7Aji Ananto, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Secara Berkelanjutan: Studi Kasus di Kotamadya
BandarLampung, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, 2000, Bogor, Hlm 12

8Idas, Pengertia Penegakan Hukum, Definisi dan Pengertian Menurut Ahli,
http://www.definisipengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html. Diakses pada tanggal 25
Juli jam16.58WIB

9Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html


5

oleh suatu gejala yakni semakin intensifnya hubungan masyarakat di

dalam suatu kota wilayah/ daerah (kawasan). Faktor lain yang dapat

menjadi indikator berkembangan tata ruang yaitu semakin terbukanya

kesempatan pemanfaatan lahan yang tertata sesuai dengan perundang-

undangan.

Konsep penegakan hukum yang diterapkan saat ini di Indonesia

belum dilakukan dengan baik atau belum maksimal, bahkan begitu

memprihatinkan. Permasalahan ini bisa berdampak kepada ketimpangan

antara aspek hukum dengan harapan yang diterapkan kepada masyarakat.

Konsep penegakan hukum di Indonesia juga masih didasarkan pada

kekuasaan politik yang bersifat politik sentral, dimana masyarakat hanya

dituntut untuk terwujudnya penegakan hukum yang baik. Lemahnya

penegakan hukum tersebut dapat tercermin dari berbagai permasalahan

yang timbul guna mewujudkan substansi-substansi hukum itu sendiri.

Penegakan hukum itu sendiri telah tertuang di dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan

bahwa10 :

“(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)”

Ayat tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan negara

hukum yakni benar bahwa negara Indonesia ialah negara demokrasi yang

sarat dengan penegakan hukum di dalamnya. Kejelasan hukum dan

ketegasan penegakan hukum di Indonesia telah menjadi pedoman hidup di

10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)
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dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan Kota Palembang mengenai penegakan hukum

administrasi khususnya mengenai tata ruang wilayah hijau yang dirasa

sangat perlu untuk menggerakkan roda pemerintahan serta untuk

kesejahteraan masyarakat, disisi lain jika kita melihat dari konsep

peraturan daerah mengenai penegakan hukum, pemerintah daerah

berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah

gubernur atau bupati/ walikota yang sedang menjabat. Apapun materi

muatan penegakan hukum yang termuat dalam suatu perundang-

undangan harus bisa mendeskripsikan secara jelas tentang penataan

wewenang bagi lembaga pelaksana dan penataan perilaku.

Khususnya penegakan hukum administrasi tata ruang wilayah hijau

di Kota Palembang ini antara lembaga pelaksana dengan masyarakat luas

harus mematuhi dan dapat dijelaskan dengan jelas antara pelaksanaan

dengan lembaga yang menetapkan sanksi administrasi jika terjadi

penyalahgunaan wewenang atas ketidakpatuhan pelaksanaan peraturana

yang telah dibuat tersebut.11 Pemerintah daerah Kota Palembang maka

sangat penting membuat kajian mengenai otonomi daerah yang berkaitan

dengan penegakan hukum tata ruang wilayah hijau dengan lebih terpadu

lagi guna meningkatkan daya saing daerah setempat, misalnya dengan

tetap memperhatikan dan mempertegas penegakan hukum mengenai

11Arif Rahman Hakim, ”Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah)”, Dinamika Jurnal
Ekonomi Pembangunan FE-UNS, 2005, Vol. 1. No. 1
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keistimewaan ruang wilayah hijau. Sebuah sanksi administratif juga

dibutuhkan dalam penegakan hukum supaya jika terjadi sebuah

pelanggaran terkait pelanggaran yang bersifat administratif langkah

pertama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ialah memberi

peringatan jika terjadi pelanggaran. Disaat terjadi sebuah pelanggaran

maka sanksi administrasi dapat dijatuhkan melalui pejabat yang

mempunyai wewenang atau diberi wewenang untuk menjatuhi hukuman/

sanksi administrasi berdasarkan ketentuan sanksi peraturan perundang-

undangan

Otonomi daerah tersebut dapat mendorong pendidikan mengenai

ruang wilayah hijau di Kota Palembang hendaknya menyediakan

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan ruang

wilayah hijau, karena bagaimanapun juga pemerintah daerah yang

menampung aspirasi atau wadah masyarakat sebagai persiapan untuk

penegakan hukum administrasi tata ruang wilayah hijau berkelanjutan.

Berdasarkan argumentasi ini bahwa otonomi daerah sangatlah penting

untuk membangun stabilitas masyarakat ditingkat lokal, pemberian

kewenangan dan siapa yang terlibat didalamnya dapat mempengaruhi

untuk melaksanakan kewajiban, kebijaksanaan, serta tanggung jawab

yang kuat untuk mendukung pemerintahan daerah dan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional, ruang terbuka hijau

adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
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penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.12

Permasalahan utama tata ruang wilayah menurut data Wahana

Lingkungan Hidup (WalHi) Kota Palembang menemukan fakta bahwa

awal luas rawa di Palembang adalah 200 hektar dan sekarang tinggal

tersisa 50 hektar. Kondisi itu membuktikan bahwa pelanggaran tata ruang

wilayah hijau yang berada di Kota Palembang sangat terancam karena

terjadi penimbunan rawa, penimbunan sungai bahkan hutan dihabisi

secara liar untuk pembangunan lokasi pertokoan, perumahan, pusat

perbelanjaan, perkantoran dan itu semua terus berlangsung hingga saat

ini.13 Pelanggaran tata ruang itu juga telah melanggar Pasal 1 Ayat (34)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 201214 yang

menyebabkan Kota Palembang kurang ruang terbuka hijau (RTH). Hal

ini berarti bahwa pemerintah Kota Palembang belum serius mengatasi

permasalahan penataan ruang wilayah dan harus menegakan hukum

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 supaya lebih mengatur pada

persoalan penanaman pohon, larangan perusakan kota dengan melihat

kelestarian sungai, rawa serta hutan kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ada beberapa

12Muchlisin Riadi, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Ruang Wilayah
Nasional, https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html, Diakses pada tanggal 26
Maret 2021

13Muhammad Ikhsan, Minim Ruang Terbuka Hijau, Palembang Belum Mencerminkan Kota
Tertua di Indonesia, https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/minim-ruang-terbuka-hijau-palembang
belum-mencerminkan- kota-tertua-di-indonesia/, Diakses pada 26 Juli Jam 06.44 WIB

12Pasal 1 Ayat (34) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata RuangWilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032

https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html
https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/minim-ruang-terbuka-hijau-palembang-belum-mencerminkan-kota-tertua-di-indonesia/
https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/minim-ruang-terbuka-hijau-palembang-belum-mencerminkan-kota-tertua-di-indonesia/
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permasalahan seperti kurangnya pemahaman tentang kepedulian tata

ruang terbuka hijau, rawa, sungai, dan hutan. Pentingnya pengelolaan

lingkungan hidup yang terkait dengan penataan ruang secara

berkesinambungan, lemahnya penegakan hukum dan masih ada faktor

penataan ruang yang kurang di dalam perundang-undangan berakibat

pada masih terjadinya pelanggaran penataan ruang di Kota Palembang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

dengan judul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TATA

RUANG WILAYAH HIJAU BERDASARKAN PERDA KOTA

PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum administrasi tata ruang

wilayah hijau di Kota Palembang berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2012?

2. Apakah penataan ruang terbuka hijau di Kota Palembang

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Tata Ruang Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan tercapai dalam penulisan penelitian ini:

1. Untuk mendorong penegakan hukum administrasi tata wilayah

hijau yang ada di Kota Palembang supaya menjadi lebih baik

serta memahami suatu gejala permasalahan yang timbul, dan

mendapatkan pandangan baru mengenai upaya penegakan hukum

administrasi tata wilayah hijau di Kota Palembang. Penelitian ini

bersifat eksploratif yang dilakukan bertujuan untuk membuat

rencana dan penegakan hukum administrasi lebih mendalam dan

tepat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan

pemerintah daerah dengan masyarakat Kota Palembang terkait

penegakan hukum administrasi tata wilayah hijau, kendala-

kendala yang dihadapi, serta upaya apa saja yang dilakukan
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untuk meningkatkan penegakan hukum tata wilayah hijau di Kota

Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini terdapat beberapa manfaat

penelitian yang diharapkan dalam penulisan karya tulis ini,

diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan untuk referensi literatur

bacaan yang bersifat ilmiah dan memberi manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum

Administrasi Negara dalam menyikapi tata ruang wilayah

dari segi darat, air, dan udara di Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bersifat ilmiah dengan harapan dapat

memberikan informasi kepada masyarakat, mahasiswa, dan

berbagai kalangan mengenai penataan ruang wilayah

perkotaan yang baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengenai bagaimana

penegakan hukum tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 15 Tahun 2012 ini. Pembatasan yang dilakukan oleh

penulis juga menjadi pedoman bagi penulis supaya nanti hasil dari

penulisan skripsi ini tidak terlalu meluas dari makna sebenarnya di dalam
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rumusan masalah. Perumusan dan ruang lingkup ini diharapkan dapat

memberikan pola pikir yang lebih terbuka, utuh, membangun dan terpadu

serta sistematis terhadap permasalahan yang sedang di analisis.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri

kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna

mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal

dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal

dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan

atau undang-undang, otonomi bermakna membuat perundang-undangan

sendiri (zelfwetgeving) namun dalam perkembangannya, konsepsi

otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-

perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri).28

Otonomi daerah sangatlah penting untuk membangun stabilitas

masyarakat lokal, pemberian kewenangan dan siapa yang terlibat

didalamnya dapat mempengaruhi untuk melaksanakan kewajiban,

kebijaksanaan, serta tanggung jawab otonomi daerah tersebut. Didalam

menyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan terpadu maka dasar

pemerintahan yang ada di Indonesia menganut prinsip desentralisasi.

Desentralisasi yakni penyerahan wewenang dari pemerintah pusat

kepada daerah otonom seperti provinsi/ kota/ kabupaten yang ada.

28Otonomi Daerah, https://www.bappenas.go.id/Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks
Otonomi Daerah, Diakses pada tanggal 26Maret 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Harfiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah
https://www.bappenas.go.id/Penyelenggaraan
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Selanjutnya yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintah daerah

hendaknya sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 - 729

meliputi tugas pembantuan, pelayanan, dan mampu mengurus sendiri

urusan pemerintahan di daerah otonom dengan memperhatikan

otonomi daerah yang berkeadilan, bertanggungjawab dan memperhatikan

prinsip demokrasi. Tulisan ini berusaha menjelaskan antara keterkaitan

tata ruang wilayah hijau dengan kewengan pemerintah daerah sebagai

pemegang wewenang tertinggi di daerah.

Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan yang bersifat

desentralisasi, yakni suatu proses yang membutuhkan pembatasan area

berdasarkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut

telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah pada Pasal 14 yang berbunyi :

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala
kabupaten/kota meliputi:30

a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e) Penanganan bidang kesehatan;
f) Penyelenggaraan pendidikan;
g) Penanggulangan masalah sosial;
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;

j) Pengendalian lingkungan hidup;

29Pasal 18 Ayat 1-7 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
30Fitriana Elvie Diah dkk, “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan

Pembangunan Kota Berkelanjutan” Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2012, Vol 02(2):217
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k) Pelayanan pertanahan;
l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m)Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang - undangan.

Daerah yang telah memiliki tugas kewenangan dalam melakukan

penegakan hukum yang berkesinambungan, terpadu, sistematis dan

meningkatkan pelayan kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mensejahterakan rakyat.

2. Teori Penegakan Hukum Administrasi

Pengertian hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon adalah

suatu keseluruhan peraturan dan ketentuan yang mengikat alat

kelengkapan negara dari yang tertinggi ke rendah supaya alat tersebut

dapat menggunakan kewenangannya.31 hukum administrasi juga

merupakan alat untuk menguji hubungan hukum istimewa antara

pemerintah yang memungkinkan para pejabat administrasi mereka.

Penegakan secara harafiah mengartikan bahwa negara mampu

mensejahterakan baik kehidupan dan sosial ekonomi warga negara

sehingga warga negara mampu menggerakkan roda pemerintahan serta

turut andil ketika warga negara diberikan wewenang dan warga negara

mampu bertanggung jawab terhadap organ negara.

Penegakan juga merupakan proses menegakkan nilai yang

terkandung dalam peraturan perundang - undangan yang pernah dibuat

31Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the
Indonesian Administrative Law) Gajah Mada University Press, 2015, Yogyakarta, Hlm 22
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supaya untuk dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan tersebut diharapkan

mampu bersifat berkelanjutan yang mencakup berbagai keputusan dan

pilihanalternatif untuk tercapainya tujuan sumber daya yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012

dan sebagai salah satu payung hukum dalam menegakkan hukum

administrasi dalam kota tercermin di dalam pasal 101 bagian ketiga

mengenai arahaan ketentuan perizinan, pasal tersebut memuat32 :

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memiliki izin
pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.”

Pasal diatas merupakan cerminan bahwa pemerintah sudah

berupaya mengupayakanpenegakan hukum dalam hal ini perizinan

supaya setiap badan/ atau masyarakat mematuhi prosedur peraturan

perundang - undangan yang berlaku, maka perundang-undangan ini

mampu mengoptimalkan berbagai bidang sektor pembangunan yang

terjadi di kota, baik dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun

sumber daya buatan bersama- sama dengan masyarakat. Untuk

selanjutnya penegakan hukum tersebut selayaknya memuat ide - ide

mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang lebih rinci

sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk

mewujudkan ide - ide tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh W.F Prins mengenai hukum

administrasi, ia mengatakan bahwa :

32Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 101
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“...hukum administrasi merupakan pembatasan terhadap
kebebasan pemerintah merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat
kepada pemerintah; akan tetapi hukum administrasi juga mengandung arti,
bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah, bahwa wewenang
pemerintah luas dan tegas.”33

Klasifikasi lahan untuk selanjutnya mengenai penataan tata ruang

kota membantu mengidentifikasi kemampuan lahan untuk mendukung

aktivitas tertentu.34 Evaluasi terhadap penataan tata ruang juga berpengaruh

dalam pengelolaan tata ruang suatu kota. Evaluasi lahan dalam hal luas

berkaitan pada aspek penataan ruang yang bertujuan untuk memenuhi

efisiensi dan produktifitas, pemerataan dan keadilan. Penataan ruang

juga bertujuan supaya aktivitas penggunaan lahan berjalan tidak melebihi

potensi serta sesuai dengan daya dukung suatu lahan/ area kota.

Menurut Soeriaatmadja dalam bukunya menyebutkan bahwa:

“energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, semua termasuk
dalam kategori sumber daya alam.”35

Maka dari itu perencanaan tata ruang kota seharusnya sangat

diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Relevansi dan

kepentingan perencanaan tata ruang kota harus dilakukan dengan prinsip-

prinsip yang telah melekat didalamnya.

33Ibid, Philipus M.Hadjon dkk, Hlm 25
34Maria Yosefin Napitulu dkk, “Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya

Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang
Daerah Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai” Wacana Jurnal Hukum, 2016,
Vol19(04):199

35 R.E. Soeriaatmadja, Ilmu Lingkungan, ITB, 1989, Bogor, Hlm 24
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3.Teori Tata RuangWilayahHijau

Tata Ruang menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang yaitu :36

“Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.”

Tujuan penataan ruang tersebut untuk dapat menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan, sehingga penegakan hukum administrasi

warga negara dapat berjalan dengan damai dan sejahtera. Hukum sebagai

ilmu sui generis dimana pengertian ini sebenaarnya mengacu kepada hukum

dibentuk akibat perilaku sosiologi manusia lalu diterapkan dan ditetapkan

untuk mengatur keseluruhan sikap dan perilaku manusia. Sedangkan

pengertian administrasi berawal dari bahasa Yunani = ad ministrare. Ad

berarti Intensif, sedangkan ministrare berarti (to serve), melayani,

membantu, dan memenuhi.

Berkembangnya dalam waktu dan zaman, kata ad ministrare

diadopsi dalam bahasa Perancis (Administration) dan Belanda

(Administratie) dan Indonesia (Administrasi). Administrasi sendiri

merupakan proses yang dapat diartikan sebagai kewajiban, didalam

lingkup pemerintahan administrasi sangat diperlukan guna mewujudkan

keselarasan tata peraturan didalamnya, adanya administrasi pemerintahan

juga diharapkan bahwa pemerintahan mampu menyelesaikan sesuatu hal

yang berkaitan untuk menjamin tindakan yang tepat diantara pemerintah

pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Administrasi dapat dilihat dari 2 sudut pandang :

36Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1
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1. Administrasi dalam arti sempit

Secara sempit, administrasi berasal dari kata administratie

(bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau

ketatausahaan/kesekretariatan. Pekerjaan ini berkaitan dengan

kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah,

menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.

2. Administrasi dalam arti luas

Secara luas, administrasi merupakan proses kerjasama beberapa

individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.37

KC Wheare mengungkapkan bahwa di dalam negara mengandung

sebuah konstitusi, dalam konteks konstitusi administrasi ia

mengatakan38 :

“... menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu
negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur
atau mengarahkan pemerintahan”

Administrasi dalam arti luas membuktikan bahwa antara

pemerintahan dan masyrakat saling berhubungan dan berkaitan

mengingat juga bahwa negara Indonesia merupakan negara yang

demokratis. Mengingat bahwa korelasi tersebut berpengaruh secara

signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sendiri.

37Seftika Nurfidiyanti, Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkantoran (e-PBB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah, 2015,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5q=administrasi+negara+nur+fidiyanti+seftika
&oq=administrasi Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 11.10

38W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, Hlm 15

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=administrasi%2Bnegara%2Bnur%2Bfidiyanti%2Bseftika&oq=administrasi
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G. METODEPENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penulisan

Penulis melakukan penelitian ilmiah ini termasuk ke dalam

jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah

penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan atau berdasarkan

sumber dari buku - buku perpustakaan, dengan tujuan bahwa penelitian

ini mengkaji studi dokumen dan menggunakan berbagai data sekunder

seperti peraturan perundang - undangan, jurnal, teori, hukum dan

pendapat tokoh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah

Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-

2032. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian pada suatu

perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
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pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan secara konseptual ini

peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tentang penegakan hukum

serta kekosongan hukum tentang kepedulian pemerintah dalam

penataan ruang wilayah kota Palembang secara efisien.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh

dariyang berkaitan dengan masalah penelitian.39

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh

dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.40

Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata

Ruang Nasional.

c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 TentangKehutanan.

d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang.

22Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, Hlm 1
40Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, Hlm 106
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e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Palembang Tahun 2012-2032.

g) Buku-buku dan bahan hukum.

h) Hasil-hasil penelitian, jurnal, tulisan ilmiah, hasil karya dari

kalangan hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik ini digunakan pada penelitian ini menggunakan

analisis deskriptif dari sumber yang berkaitan. Pada teknik ini pula

penulis lebih memilih menyususn secara sistematis suatu hasil yang

telah didapatkan baik dari data dan bahan hukum mengenai

kedisiplinan penegakan hukum tata ruang wilayah Kota Palembang

yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian

juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang

bekenaan dengan objek penelitian.41

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan pemikiran analitis induktif adalah

pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari

berbagai kasus permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik.

41Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsiti, 2010, Bandung, Hlm 40
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Pemikiran analitis induktif digunakan pada penelitian hukum

menerapkan strategi penelitian. Fungsi kesimpulan adalah sebagai

pembenaran atas sikap tindak yang sudah sesuai dengan uperaturan

perundang - undangan serta mengeratkan kembali urusan - urusan

pemerintah kepada masyarakat. dan juga jika terdapat penolakan teori

yang ada, dasar perumusan teori baru atas dasar revisi teori lama, dan

sumber informasi dasar dalam pengembangan ilmupengetahuan dan

teknologi.42

42Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., Hlm. 177
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